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BUPATI KAPUAS 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI KAPUAS 

NOMOR 11 TAHUN 2022  
 

TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS NOMOR  22  TAHUN 2020 

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA 

TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KAPUAS, 

 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah yang 
pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat 

dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, 
menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya 

telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan 
fungsional; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang 
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, 

mengamanatkan bahwa penyetaraan jabatan dilakukan 
pada instansi Daerah; 

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan 
Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, ketentuan 

mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan 
fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja 

dibawahnya diatur dengan Peraturan Bupati; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Kapuas Nomor 22 Tahun 2020 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta 

Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas; 

 

 

 

 

SALINAN 



 

 

 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1820); 

2.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan; (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

3.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerinta Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerinta Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2022 Nomor 
4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6757); 

6.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6477); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157);  

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional 

Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 834); 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang 
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan 

Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 525); 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi 
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 
10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 

33);  

13. Peraturan Bupati Kapuas Nomor  22  Tahun 2020 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta 

Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas (Berita 
Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2020 Nomor 23); 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI KAPUAS NOMOR  22  TAHUN 2020 TENTANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 

SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN 
KAPUAS. 

 

 
 



 

 

 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kapuas Nomor  22  Tahun 2020 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 

Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 
2020 Nomor 23), diubah sebagai berikut: 

 

 1. Ketentuan Pasal 1,  sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 
 

  

 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kapuas. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Kapuas. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kapuas. 

5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas. 

6. Inspektur adalah Inspektur pada Inspektorat Daerah Kabupaten 
Kapuas. 

7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Inspektorat Daerah Kabupaten 
Kapuas. 

8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Inspektorat Daerah Kabupaten 

Kapuas. 

9. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai 

kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, 
dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

10. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai 
kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan 
pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di 

instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi,tugas, 
tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam 
suatu satuan organisasi. 

12. Jabatan Stuktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan 
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam 
suatu satuan organisasi perangkat daerah meliputi Jabatan 

Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon IIa dan IIb, Jabatan 
Administrator setara eselon IIIa dan IIIb serta jabatan pengawas 

setara Esselon IVa. 

13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok ASN yang diberi 
tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang 

berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan 
profesinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas 

Pemerintah. 

 



 

 

 

 

14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi 
dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang 
berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu. 

15. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan 
Fungsional pada instansi pemerintah. 

16. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung 

jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik 
serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 

17. Pejabat Administrator adalah Pegawai ASN yang bertanggung jawab 
memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta 
administrasi pemerintahan dan pembangunan. 

18. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab 
mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat 

pelaksana. 

19. Pejabat Pengawas adalah Pegawai ASN yang bertanggung jawab 
mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat 

pelaksana. 

20. Kelompok Sub Substansi adalah kelompok uraian tugas koordinasi 
yang dikoordinir oleh Subkoordinator. 

21. Subkoordinator adalah pejabat fungsional Ahli Muda yang yang 
diberikan tugas dan fungsi lain dalam hal mengkoordinir sesuai 

bidang tugasnya dalam kelompok sub substansi. 

22. Jabatan Pelaksana adalah jabatan yang tugas dan tanggung 
jawabnya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik 

serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 

23. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat 

APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas. 

24. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan 
di Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah Pejabat 

Fungsional P2UPD pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas. 

25. Pejabat Fungsional Auditor selanjutnya disebut Auditor adalah 
Pejabat Fungsional Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten 

Kapuas. 

26. Pejabat Fungsional Auditor Kepegawaian selanjutnya disebut 

Auditor Kepegawaian adalah Pejabat Fungsional Auditor 
Kepegawaian pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas. 

27. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan Urusan 

Pemerintahan dalam negeri.  

 
 2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 3 

berbunyi sebagai berikut: 
 

  

 

 

Pasal 3 

(1) Susunan organisasi Inspektorat Daerah terdiri atas: 

a. Inspektorat Daerah; 

b. Sekretariat, membawahi: 

1. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi; dan 

2. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan; 



 

 

 

 

c. Inspektorat Pembantu I; 

d. Inspektorat Pembantu II; 

e. Inspektorat Pembantu III; 

f. Inspektorat Pembantu IV; 

g. Inspektorat Pembantu Khusus; dan 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dipimpin 
oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Inspektur. 

(3) Masing-masing Inspektorat Pembantu sebagaimana dimaksud 
ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dipimpin 

oleh Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Inspektur. 

(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub 
Bagian (Pejabat Pengawas) yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

(5) Kelompok Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) 
huruf h, yang melaksanakan fungsi pengawasan 
bertanggungjawab langsung kepada Inspektur dan di bawah 

komando Inspektur Pembantu sesuai penugasan.  

(6) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana 

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

 3. Ketentuan Pasal 8 dihapus. 

 

 4. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, 
sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut: 
 

  

 

 

Pasal 12 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas Inspektorat Daerah dengan keahlian dan ketrampilan 

tertentu. 

 

 
 5. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 

12A, Pasal 12B  dan Pasal 12C sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
  

 

 

Pasal 12A 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui 
penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan 

Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas 
yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan 
fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

 



 

 

 

 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang 
berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(3) Jenis dan jumlah kebutuhan kelompok Jabatan Fungsional 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan 

analisis jabatan dan analisis beban kerja serta ditetapkan sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(4) Kelompok Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 12 mulai melaksanakan fungsi dan tugas terhitung sejak 
dilakukan pelantikan. 

 

Pasal 12B 

(1) Bagi Perangkat Daerah yang melakukan penyetaraan dan/atau 
penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan 
Fungsional, Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana 

dimaksud Pasal 12 dapat ditetapkan menjadi Subkoordinator 
untuk membantu sebagian tugas Pejabat Administrator pada 
Sekretariat Daerah sesuai bidang tugasnya dalam suatu 

kelompok Sub Substansi. 

(2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

melaksanakan tugas membantu sebagian tugas Pejabat 
Administrator pada Sekretariat Daerah yang diberikan tugas dan 
fungsi lain dalam hal koordinasi penyusunan rencana, 

pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta 
pelaporan sesuai bidang tugasnya dalam suatu kelompok sub 

substansi. 

(3) Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan 
sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan 

rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara 
langsung kepada Pejabat Administrator. 

(5) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi Kelompok Sub Substansi 
dan tugas Subkoordinator pada Inspektorat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

 

Pasal 12C 

(1) Pada masa transisi, Pejabat Administrasi yang belum diangkat 

dan dilantik kedalam Jabatan Fungsional melalui mekanisme 
penyetaraan jabatan diberikan penghasilan yang sama dengan 

jabatan yang diduduki sebelumnya sampai dengan 
ditetapkannya ketentuan peraturan perundang-undangan 
mengenai ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan. 

(2) Penetapan kelas Jabatan Fungsional yang akan diduduki 
disetarakan dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduki 

sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan 
penghasilan Penyetaraan Jabatan. 

 



 

 

 

 

(3) Dalam hal Jabatan Fungsional yang akan diduduki sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) memiliki kelas jabatan yang lebih tinggi, 
kelas Jabatan Fungsional Penyetaraan Jabatan mengikuti 

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kelas 
Jabatan Fungsional tersebut. 

 

 6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai 
berikut: 

  (1) Jenis dan jumlah kebutuhan jabatan pelaksana dirumuskan 
berdasarkan hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban 
kerja; 

(2) Nama-nama jabatan pelaksana di lingkungan Inspektorat 
Daerah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

(3) Penetapan nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati; 

(4) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan pelaksana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati; 

(5) Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural dan 
Jabatan Fungsional, diangkat dalam jabatan pelaksana; 

(6) Pengangkatan PNS dalam jabatan pelaksana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) di lingkungan Inspektorat Daerah 
dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

(7) Pemindahan PNS dalam jabatan pelaksana di lingkungan 
Inspektorat Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan 

(8) Uraian tugas Jabatan pelaksana di lingkungan Inspektorat 
Daerah ditetapkan dengan keputusan keputusan Inspektur. 

   

 7. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 
13A, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

  Pasal 13A 

Bagi Perangkat Daerah yang melakukan penyetaraan dan/atau 
penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, 

apabila terjadi kekosongan kelompok Jabatan Fungsional yang 
ditetapkan menjadi Subkoordinator dapat ditunjuk pejabat pelaksana 
senior untuk membantu sebagian tugas Pejabat Administrator pada 

Inspektorat Daerah sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan 
fungsi Inspektorat Daerah pada satu kelompok Sub Substansi 

masing-masing sesuai pengelompokan uraian fungsi. 

   

 8. Ketentuan BAB V diubah, sehingga BAB V berbunyi sebagai berikut: 

 

 

 



 

 

 

 

 BAB V 

TATA KERJA DAN LAPORAN 

Bagian Kesatu 

Tata Kerja 

 

 9. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai 

berikut: 

  Pasal 14 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur, Sekretaris, Inspektur 
Pembantu, Kepala Subbagian, dan Kelompok Jabatan 
Fungsional dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional yang 

diberikan tugas dan fungsi lain sebagai subkoordinator wajib 
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan 

sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam 
lingkungan Inspektorat Daerah maupun instansi lain sesuai 
dengan tugas masing-masing. 

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan 
kerja dan kelompok Jabatan Fungsional yang diberikan tugas 
dan fungsi lain sebagai  Subkoordinator wajib menerapkan 

sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan satuan 
kerja masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya 

mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan 
perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang 
terintegrasi. 

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan 
kerja dan kelompok Jabatan Fungsional yang diberikan tugas 

dan fungsi lain sebagai Subkoordinator wajib mengawasi 
bawahan dan/atau pelaksana masing-masing dan bila terjadi 
penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang 

diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan 

kerja dan kelompok Jabatan Fungsional yang diberikan tugas 
dan fungsi lain sebagai Subkoordinator bertanggung jawab 

memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan/atau 
pelaksana pada satuan kerja masing-masing. 

(5) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan 

kerja dan kelompok Jabatan Fungsional yang diberikan tugas 
dan fungsi lain sebagai  Subkoordinator wajib mengikuti dan 
mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada 

atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat 
pada waktunya. 

   

 10. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 
14A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Bagian Kedua 

Laporan 

 

Pasal 14A 

(1) Inspektur wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan 
memberikan penjelasan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah 

perihal kebijakan yang ditetapkan. 

(2) Inspektur wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Bupati 

melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dalam 

lingkungan satuan kerja dan kelompok Jabatan Fungsional yang 
diberikan tugas dan fungsi lain sebagai Subkoordinator dari 

bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk 
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-
petunjuk kepada bawahan. 

(4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan 
wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara 
fungsional mempunyai hubungan kerja. 

(5) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu 
oleh kepala satuan kerja dan kelompok Jabatan Fungsional yang 

diberikan tugas dan fungsi lain sebagai Subkoordinator dalam rangka 
pemberian bimbingan kepada bawahan dan/atau pelaksana pada 
masing-masing satuan kerja wajib mengadakan rapat berkala. 

  

 11. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 

16A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

  Pasal 16A 

(1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan 

Jabatan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Inspektorat Daerah 

memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, 
masa jabatan bagi PNS dalam suatu jabatan disesuaikan dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Kelompok Jabatan Fungsional yang diberikan tugas dan fungsi 
lain sebagai  Subkoordinator ditetapkan oleh Sekretaris Daerah 
atas nama Pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat 

yang berwenang. 

(5) Pejabat Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan 
diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(6) Formasi Pegawai Negeri Sipil di Inspektorat Daerah disusun 

sesuai peraturan perundang-undangan. 

 

 

 



 

 

 

 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas. 

 

 
 Ditetapkan  di Kuala Kapuas  

 pada tanggal 28 April 2022 
  
       BUPATI KAPUAS, 

  
  ttd 

  

 BEN BRAHIM S. BAHAT 
  

Diundangkan di Kuala Kapuas   
pada tanggal 28 April 2022  
  

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS, 
 

                        ttd  
  

 SEPTEDY  
 

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2022 NOMOR 11 
 

 

~-:-.,. · dengan aslinya 

IAN H M, 

S S.STP. M.Si 
'M!!!!!!!~9l 106 199711 1 003 



LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI KAPUAS

NOMOR 11 TAHUN 2022

`

TENTANG 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

ADMINISTRASI UMUM DAN 

KEUANGAN

ANALISIS DAN EVALUASI

- P2UPD

- AUDITOR

- AUDITOR KEPEGAWAIAN

- P2UPD

- AUDITOR

- AUDITOR KEPEGAWAIAN

- P2UPD

- AUDITOR

- AUDITOR KEPEGAWAIAN

SUBKOORDINATOR DAN 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

 PEMBANTU KHUSUS

BEN BRAHIM S. BAHAT

INSPEKTORAT INSPEKTORAT

SEKRETARIAT

INSPEKTORAT DAERAH 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS NOMOR  22  TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS 

SUBBAGIAN

- P2UPD

- AUDITOR

- AUDITOR KEPEGAWAIAN

- P2UPD

- AUDITOR

- AUDITOR KEPEGAWAIAN

ttd

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS

SUBBAGIAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

BUPATI KAPUAS,

INSPEKTORAT INSPEKTORAT INSPEKTORAT

 PEMBANTU I  PEMBANTU II  PEMBANTU III  PEMBANTU IV
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